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Kata Kunci . kebebasan berpendapat, petisi online, hukum positif,
hukum Islam

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini menjadi salah satu aspek penting
dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Bahkan teknologi saat ini dianggap
mampu menjadi wadah dalam mewujudkan hak masyarakat dalam
menyampaikan pendapat, salah satunya penggunaan petisi online. Petisi online
menjadi salah satu fenomena baru dalam praktik demokrasi, namun faktanya di
Indonesia belum ada regulasi terkait petisi online sebagai salah satu wadah baru
dalam menyampaikan pendapat. Adapun rumusan masalahnya ialah bagaimana
eksistensi petisi online sebagai bentuk kebebasan berpendapat di Indonesia dan
bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum Islam tentang petisi online
sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Skripsi ini menggunakan metode
pendekatan hukum yuridis normatif dan termasuk kepada jenis penelitian
pustaka (library reseach). Dari hasil penelitian didapati bahwa keberadaan petisi
di Indonesia sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam ikut serta
pelaksanaan demokrasi. Petisi dianggap menjadi alternatif baru yang lebih
efektif dan efisien dibandingkan dengan aksi demonstrasi yang kerap terjadi
selama ini. Walaupun dalam hukum positif petisi online belum memiliki
regulasi, namun dasarnya petisi online dapat berpayung kepada undang-undang
yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, baik itu undang-undang tentang
HAM, undang-undang tentang teknologi dan informasi, dan lainnya. Begitupun
dalam hukum Islam petisi online tidak diatur secara khusus, namun karena Islam
merupakan agama yang ajaran, sistem, serta normanya bersifat universal yang
dapat digunakan disetiap perkembangan zaman, sehingga secara umum petisi
online sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam Islam diperbolehkan dan
tidak dilarang, akan tetapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan prinsip dan
kaidah hukum Islam sesuai dengan konsep al-amr bi al-ma'ruf nahi mungkar.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI1 No. 158/1987

dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi

ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

'1";;%': NAMA HURUF LATIN NAMA
! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
o Ta’ T Te
< Sa’ S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
d Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
d Kha' Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
3 Zai y4 Zet
o Sin S Es
> Syin SY Es dan Ye
n Sad S Es (dengan titik di bawah)
N Dad D De (dengan titik di bawah)
b T T Te (dengan titik di bawah)
b za’ V4 Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ¢ Apostrof Terbalik
¢ Gain G Ge




I—LLIJQIXJBF NAMA HURUF LATIN NAMA
< Fa’ F Ef
é Qaf Q Qi
] Kaf K Ka
J Lam L El
? Mim M Em
o Nun N En
3 Waw W We
2 Ha’ H Ha
B Hamzah X Apostrof
< Ya Y Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Hamzah (=) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzah (+) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis

dengan tanda (*).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa
Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai
berikut:

I:L\URFZUBF NAMA HURUF LATIN NAMA
| Fathah A A
) Kasrah I I
f Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA NAMA HURUF LATIN NAMA




& Fathah dan ya Ai Adanl

3 Fathah dan wau Au Adan U

Contoh:

(S kaifa
Ji : haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

\ E Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
- Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
e Dammah dan wau a u dan garis di atas

Contoh:

&l . mata

= . rama

| . gila

&% yamitu

4. Ta Marbitah

Transliterasi untuk ta marbitah ada dua bentuk, yaitu: ta marbitah yang
hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbiirah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta

marbitah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan

X



kedua kata itu terpisah, maka ta marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

JULA £ : raudah al-azfal
U R-A Rl . al-madinah al-fadilah
1.4 - al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan satu tanda tasydid (<) dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

& . rabbana
Lw4 . najjaina
£ . al-haqq
ZH o al-hajj
(sz : nu'ima
?ifc . ‘aduwwun

Jika huruf ¢ memiliki tasydid di akhir suatu kata, dan kemudian didahului
oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().

Contoh:
e : ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
U . ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma ‘arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf

xi



gamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

g,m-.d\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
TRl  al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
CHAH : al-falsafah
35U - al-bilddu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
O3a6 . ta’murina
56 . al-nau’
togs . syai’un
A
E -
&l . umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari al-Quran,
sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:
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oAl Db 3 : Fizilal al-Qur’an
cpedl s Al : Al-Sunnah gabl al-tadwin

ol Jo st Y Ll pgee 3 L\l s al-ibarat fi ‘umiim al-lafz la bi khusiis al-
sabab

9. Lafz al-Jalalah (4 )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa
huruf hamzah. Contoh:

5&\ 2es . dinullah
Adapun ta marburah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
AR : hum f rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau
Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang
(al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil
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Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazt bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih Al-Qur’an

Nasir Al-Din Al-Tas

Abii Nasr Al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungqiz min Al-Dalal

AR-RANIRY
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sistem pemerintahannya
menerapkan sistem demokrasi yang di mana kedaulatannya berada di tangan
rakyat.! Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”.?

Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu
pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak. Salah satu hak
asasi manusia yang melekat dalam warga negaranya serta dilindungi oleh
konstitusi adalah dengan bebas mengeluarkan pendapat di muka umum.
Pengaturan tentang hak asasi manusia secara umum diatur dalam Pasal 28 A-J
UUD 19453

Pengaturan tersebut juga diperkuat dengan Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Tujuan dari adanya kebebasan berpendapat karena di dalamnya terdapat
kebebasan individu untuk berfikir secara mandiri mengenai segala sesuatu yang

terjadi disekitarnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang

1Zulfa M, Anana Lisa PS, dkk, Demokrasi Indonesia, (Jawa Timur: Universitas
Airlangga, 2011), him. 3.

2Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia, 1993), him. 44.

3Majelis Permusyawaratan Rakyat R.l., Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar
1945, him. 68-73.

“Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun
1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3614.
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pada hasil pemikirannya. HAM dalam perjalanan konstitusi di Indonesia juga
telah banyak melewati perubahan-perubahan.®

Perkembangan dunia tentang HAM memberikan evaluasi tersendiri bagi
posisi Islam. Hubungan antara Islam dengan HAM muncul menjadi isu penting
karena di dalamnya terdapat pemahaman yang beragam dan kerap mengundang
perdebatan. Perkembangan politik global juga melibatkan antara hubungan
Islam dan barat.®

Dalam Islam, secara jelas bahwa tolok ukur yang menjadi landasan
dalam memberikan pandangan terhadap setiap masalah yang ada termasuk
masalah kebebasan berpendapat maka aturan tersebut wajib bersumber pada Al-
Qur’an dan Hadits. Lebih khusus lagi, dalam konsep ketatanegaraan Islam
mengenai kebebasan berpendapat juga dikaji dalam fiqih siyasah.”

Fiqgih siyasah merupakan suatu ilmu figih dalam bidang tata negara yang
di dalamnya berisikan suatu tatanan kenegaraan berdasarkan syari’at Islam,
salah satu bentuknya adalah tentang Islam yang mengatur hak dan kewajiban
bagi warga negara dalam kehidupan ummatnya. Landasan hukumnya melalui
pendapat atau ijtihad dari para ahli figih yang berkompeten di bidangnya.®

Salah satunya yaitu Abul A’la al-Maududi menyampaikan bahwa hak-
hak ummat di antaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta

dan kehormatannya, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak

5Zulfa M, Anana Lisa PS, dkk, Demokrasi Indonesia..., him. 12.

6Asep Mahbub Junaidi, Siti Ngainur Rohmah, “Relevansi Hak Kebebasan
Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 NKRI Terhadap Kajian Figih
Siyasah”, Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2, 2020, Universitas Ibn Khaldun Bogor, him.
238.

’Ibid., him. 128-129.

81bid., him. 130.



kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, serta hak jaminan
kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.’

Pendapat lain juga dikemukakan oleh seorang ulama besar yaitu ‘Abdul
Qadir Audah, beliau menyebutkan bahwa terdapat dua hak bagi ummat, yakni
hak persamaan serta hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, dan
berpendidikan. Hal tersebut menandakan sangat jelas bahwa Islam sebagai
agama yang sempurna telah mengatur mengenai kebebasan atau kemerdekaan.°

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari
pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan
dan akal sehat. Kebebasan dalam Islam diartikan sebagai kebebasan yang
bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan
hidup manusia di muka bumi, kebebasan ini terdiri atas:

a. Kebebasan berpikir

b. Kebebasan beragama

c. Kebebasan menyatakan pendapat

d. Kebebasan menuntut ilmu.*

Menurut Prof. Djazuli Kebebasan menyatakan pendapat dalam hal-hal
yang berkaitan dengan al-akhlaq al-karimah, kemaslahatan umum dan al-amr
bil ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Akan tetapi Islam tetap memberikan
batasan, artinya manusia tidak bisa mengeluarkan pendapatnya apabila pendapat
tersebut menyebabkan permusuhan.*?

Sedangkan kebebasan berpendapat di Indonesia dianggap sebagai hak

setiap orang dalam mengekspresikan ide dan pendapat secara bebas lewat

%Lis Diana Ulfa, “Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Almaududi Dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018”, Jurnal of Constitutional Law, Vol. 1, No. 2, 2019,
him. 23.

°H.A Djazuli, Figih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), him. 64.

Ubid., 129.

1pid.



ucapan, tulisan, dan bentuk komunikasi lainnya. Salah satunya melalui saluran
internet dan media sosial. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini juga
menjadi salah satu aspek penting dalam perjalanan peradaban manusia.t®

Teknologi saat ini dianggap mampu mewujudkan hak-hak manusia
sebagai warga negara dalam menyampaikan pendapat, salah satunya dengan
munculnya petisi online. Petisi online hadir sebagai bentuk perlawanan baru dari
masyarakat kepada pengambil kebijakan, bahwa masyarakat menolak kebijakan-
kebijakan yang bertolak belakang dengan yang masyarakat butuhkan.*

Tujuan diciptakan petisi online sebagai alat untuk mengubah setiap
kebijakan publik serta mendesak tindakan tertentu secara efisien kepada para
pengambil kebijakan. Petisi online memberi tempat untuk masyarakat dalam
menyampaikan aspirasi dengan wadah dan bentuk tuntutan baru terkait
kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.*

Di Indonesia, permasalahan teknologi dan informasi sebagai saluran
masyarakat untuk berpartisipasi dalam “hal 'mengemukakan pendapat masih
dianggap belum sempurna. Dapat dilihat dari respon dan ketidakpuasan
masyarakat menjadi tanda bahwa proses kebijakan melalui media sangat
dibutuhkan dalam menampung aspirasi masyarakat secara representatif.1®

Di era ini sebagian besar masyarakat Indonesia sadar dan
mempertimbangkan petisi online sebagai media sarana yang sangat tepat dalam
menyampaikan kritik dan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah

yang tidak sesuai. Petisi online dianggap sebagai salah satu bentuk hak

3Ahmad Faadhila, Faiz Aulia, Monique, dkk, “Petisi Daring Sebagai Bentuk Partisipasi
Warga Negara di Era Digital”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 29, No. 2, 2020. Institut
Teknologi Bandung, him. 180-184.

¥1bid., him. 186.
S1bid., him. 187.
8Jayyidan Mawaza dan Abdussatar Khalil, “Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di

Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016)”, Journal of Governance Innovation, Vol.
2, No. 1, Maret 2020, him. 25.



kebebasan berpendapat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi
jalannya penyelenggaraan pemerintahan.’

Namun di Indonesia, petisi online belum memiliki dasar hukum,
sehingga tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk menampung dan
menggubris petisi yang dilayangkan oleh masyarakat. Seharusnya petisi online
mampu mengurangi aksi-aksi demonstrasi yang kerap dilakukan oleh
masyarakat apabila ada kebijakan yang bertolak belakang.

Di satu sisi negara menjamin hak dalam kebebasan berpendapat, namun
disisi lain belum adanya dasar hukum yang mengikat yang dibuat oleh negara
untuk lebih menjamin aspirasi masyarakat melalui petisi. Oleh karena itu penulis
ingin menelaah mengenai petisi online sebagai bentuk kebebasan berpendapat
dikaji melalui perspektif hukum positif dalam undang-undang kebebasan
berpendapat dan perspektif hukum Islam, yang dirumuskan menjadi sebuah
judul “EKSISTENSI PETISI ONLINE DI INDONESIA SEBAGAI
BENTUK KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis
menformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis Kaji.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Eksistensi  Petisi Online Sebagai Bentuk Kebebasan
Berpendapat di Indonesia?
2. Bagaimana Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Petisi

Online sebagai bentuk kebebasan berpendapat?

"Moch Marsa Taufiqurrahman, Zaki Prambudi, Avina Nakita Octavia, “Mengatur
petisi didalam peraturan perundang-undangan upaya penguatan posisi masyarakat terhadap
negara dalam kerangka perlindungan kebebasan berpendapat”, Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol.18, No. 1, 2021, Universitas Jember, him. 2-3.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk Memahami Eksistensi Petisi Online Sebagai Bentuk Kebebasan
Berpendapat di Indonesia.
2. Untuk Memahami Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang
Petisi Online Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat teoritis/akademis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk
sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka perkembangan
ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang khususnya terkait
dengan keberadaan petisi online di Indonesia sebagai bentuk kebebasan
berpendapat menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
Bagi praktisi hukum dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat secara umun, khususnya
dalam bidang hukum, serta dapat memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai aturan yang berlaku tentang petisi online di
Indonesia sebagai bentuk kebebasan berpendapat menurut hukum positif

dan hukum Islam.
D. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang penelitian yang
sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam melakukan
penelitian. Adapun dari beberapa penelitian dan tulisan yang relevan dengan

pembahasan di atas antara lain yaitu:



1. Jurnal yang disusun oleh Akhmad Syafrudin Syahri yang diberi judul
“Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-bayang
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”. Jurnal ini
menjelaskan tentang Undang-Undang ITE menjadi ancaman bagi
kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui media-media
yang berbasis teknologi baru. Kemudian media baru dalam
mengakomodir aspirasi dan ekspresi tanpa perlu melanggar hak pihak
lain serta yang perlu dibenahi dalam Undang-Undang ITE demi tetap
tercapainya kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut.*®

2. Jurnal yang disusun oleh Muten Nuna dan Roy marten moonti, yang
diberi judul “Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga
Negara Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan
tentang prinsip dan jaminan hak warga negara yang diatur dalam UUD
1945 kemudian dinamika sosial yang terjadi dalam sosial politik dalam
sistem demokrasi di Indonesia.*

3. Skripsi yang ditulis oleh Jonata Purba yang berjudul “Pengaturan Tindak
Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Penghinaan Terhadap
Martabat Presiden atau Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Yang Berpotensi Mengancam Hak
Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Asas Lex Certa dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Yang Berkaitan”, skripsi ini menjelaskan bahwa

tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah pada RKUHP tidaklah

BAkhmad Syafrudin Syahri, “Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Baru
Dalam Bayang-bayang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).” Jurnal
Hukum, Vol. 10, No. 1, 2010, him, 1-3. Diakses melalui web UNPAR, pada
http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7465. Pada tanggal 25 desember 2020 , pukul
13:20 WIB.

Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, “Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi
Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia” Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019, him.
1-2. Diakses melalui web: http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1652. Pada
tanggal 25 desember 2020, pukul 11:30 WIB.




memenuhi Asas Lex Certa, berbanding terbalik dengan rumusan tindak
pidana penghinaan terhadap martabat presiden pada RKUHP yang
rumusan nya telah memenuhi Asas Lex Certa, selanjutnya pada
perancangan RKUHP tersebut telah dilakukan dengan membatasi hak
kebebasan berpendapat secara tidak sah, sama halnya juga dengan
perancangan tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden pada
RKUHP yang telah membatasi hak kebebasan berpendapat secara tidak
sah.?

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Dedy yang berjudul
“Pengorganisasian Gerakan Sosial Berbasis Petisi Online (Studi Kasus:
change.org Indonesian Chapter)”, jurnal ini menjelaskan bahwa
change.org mampu menjadi alat untuk melakukan protes yang dapat
menjadi kekuatan untuk menerima suatu keluhan secara kolektif berbasis
media berupa petisi dalam bentuk online. Petisi online menjadi alat yang
tepat dikarenakan mayoritas masyarakat saat ini cenderung aktif dalam
penggunaan internet sehingga petisi secara online dapat menjadi alat
yang tepat dalam mengumpulkan klaim petisi. Change.org merupakan
alat yang sangat penting untuk menyebarkan ide serta menjadi identitas
untuk melakukan suatu gerakan perubahan.?

5. Jurnal yang tulis oleh Ony Rosifany yang berjudul “Aspek Yuridis
Terhadap Aksi Masa Dalam Upaya Menyampaikan Pendapat Menurut
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”,

2Jonatan Purba, Skripsi: Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah
Dan Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berpotensi Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat
Dikaitkan Dengan Asas Lex Certa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berkaitan. (Jawa
Barat : Universitas Padjadjaran), him. 1-2.

ZIMuhammad Dedy, “Pengorganisasian Gerakan Sosial Berbasis Petisi Online (studi

kasus: Change.org Indonesian Chapter)”, Informasi Kajian llmu Komunikasi, Vol. 47, No. 1,
2017, him. 32.



jurnal ini menjelaskan menyampaikan pendapat di muka umum
merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila pendapat yang
dikemukakan atau disampaikan bersifat hasutan dan ancaman sehingga
berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan maka aparat
kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Selanjutnya, tindakan aparat kepolisian dalam menghalang-halangi
hingga melakukan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa
merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun karena
tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir pada
penyerangan dan perusakan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan
pelanggaran hak asasi manusia.*?

Menurut kajian terdahulu di atas, terdapat penelitian terdahulu yang
mengkaji terkait masalah petisi sebagai bentuk dari kebebasan berpendapat.
Namun belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas eksistensi petisi
online sebagai bentuk kebebasan berpendapat ditinjau dari undang-undang yang
berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan ketentuan hukum Islam tentang
petisi online sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, peneliti
bermaksud mengisi kekosongan penelitian tentang petisi online sebagai bentuk
kebebasan berpendapat, khususnya eksistensi petisi online di Indonesia serta

petisi online sebagai bentuk kebebasan berpendapat menurut hukum Islam.
E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman pembaca
dalam memahami skripsi ini, maka perlu nya penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Eksistensi

220ny Rosifany, “Aspek Yuridis Terhadap Aksi Massa dalam Upaya Penyampaian
Pendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.
Journal OF Law, Vol. 29, No. 2, (2013). Diakses melalui web http://ejurnal. Untagsmd .ac.id
/index.php/ DD/article/view/622. Pada tanggal 25 desember 2020, pukul 23:00 WIB.
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Eksistensi dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa
Eksistensi artinya Keberadaan, keadaan, adanya.”® Definisi eksistensi yang
penulis rangkum menurut Karl Jaspers dan Martin Heidgeer adalah jati diri
atau keberadaan diri manusia, mengisi kebebasan yang ada dalam diri
manusia itu sendiri dan kesadaran manusia dalam memilih kehidupannya
yang sebenarnya.?*

Maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau
keadaan yang dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan keadaan
tersebut lebih dikenal dikalangan masyarakat. Dalam penelitian ini
bermaksud untuk melihat keberadaan petisi online di Indonesia, apakah
petisi online dapat diterima atau tidak oleh masyarakat dan apakah dapat
mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan.

2. Petisi Online

Dalam KBBI petisi diartikan sebagai surat permohonan kepada
pemerintah maupun instansi swasta.?® Sedangkan istilah online menurut
KBBI diselaraskan dengan istilah daring atau dalam jaringan, yaitu
menghubungkan perangkat elektronik dengan jaringan, internet, komputer
dan lainnya.?

Dapat disimpulkan bahwa petisi online diartikan sebagai sebuah
permohonan kepada pengambil kebijakan publik seperti pemerintah dan

instansi swasta secara daring yang bertujuan untuk mengubah kebijakan-

ZEksistensi:  kamus, 2016. Pada KBBI Daring. Diakses 29 Mei 2022,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus.
2 Abdurrahman Wahid, “Filsafat Eksistensialisme Martin Heidegger dan Pendidikan

Perspektif Eksistensialisme”. Jurnal pendidikan dan Dakwah, Vol. 4, No. 1, 1 Januari 2022,
him. 6.

Zpetisi:  Kamus, 2016. Pada KBBI Daring, diakses 29 Mei 2022,
https://kbbi.web.id/petisi.

%Eksistensi:  kamus, 2016. Pada KBBI Daring, diakses 29 Mei 2022,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus.
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kebijakan publik atau mendesak tindakan tertentu kepada pengambil
kebijakan apabila ada kebijakan yang tidak sesuai.
3. Kebebasan Berpendapat

Menurut kamus bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari
kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau merdeka,
sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang
sesuatu. Sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan
bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.
4. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada
pada saat ini yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus
dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan,
yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, dan isi materinya.?’
5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada
wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf
(orang yang sudah dibebani oleh kewajiban) yang diakui dan diyakini, baik
hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun hukum-
hukum yang berhubungan dengan amaliyyah (perbuatan) yang mengikat

bagi semua pemeluknya.?®
F. Metode Penelitian

Metode vyaitu cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu
kegiatan ilmiah berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis

dan sistematis. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk

2'http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/, diakses pada tanggal 19 Maret 2022,
pukul 23.30 wib.

BMohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum lIslam, (Jakarta: P3M,
1979), him. 136.
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menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 2°

Metode kualitatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan
data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa
dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah. Kesimpulan dari kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa ucapan,
tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok,
masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu kondisi yang dikaji dari

perspektif yang luas.®
1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan adalah
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu
hukum yang sedang penulis teliti. Pendekatan konseptual adalah pendekatan
yang dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah
yang dihadapi, oleh karena itu pendekatan ini beranjak dari doktrin yang

berkembang dalam ilmu hukum dan hukum Islam.®!

2. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian pustaka
(library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dalam
mengelola datanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai

sumber. Sumber yang diteliti tidak terbatas hanya bersumber pada buku-buku

2Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),
him. 13.

%0Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), him. 1.

$Jonny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia, 2007), him. 307.
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saja, tetapi bisa berupa bahan-bahan yang bersumber dari jurnal, surat kabar,
dokumentasi, dan majalah. Tujuan penekanan pada penelitian kepustakaan
adalah ingin mencari berbagai teori, hukum, dalil, gagasan, dan sebagainya
yang bisa digunakan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang
ingin diteliti.®
3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam tiga jenis, yakni
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier:
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang
mengikat dan merupakan landasan utama untuk digunakan dalam
rangka penelitian mengenai petisi online, yakni Undang-undang
Dasar 1945, Undang-Undang, Kitab/ Buku Figih.
b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang
berhubungan dengan pembahasan ini termasuk putusan hakim.
c. Bahan hukum tersier, data yang bersumber dari bahan-bahan
pendukung seperti merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh
dari studi kepustakaan dengan menelaah berbagai macam bacaan
yang berkaitan dengan objek kajian, seperti: buku, kamus hukum,
jurnal ilmiah, laporan dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan
dengan objek penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis gunakan baik itu data primer
maupun data sekunder merupakan data yang berbentuk karya ilmiah seperti
buku, artikel, dan sebagainya. Maka dalam mengumpulkan berbagai data,

penulis mencari melalui berbagai sumber seperti membaca, melakukan studi

%25aifuddin Azmar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 5.
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dokumentasi untuk mendapatkan konsep, teori sebagai bahan penguat,
pembanding, penolakan temuan penelitian kemudian disimpulkan.®
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini

menggunakan cara analisis normatif. Penulis berusaha menjelaskan
permasalahan dan penyelesaian yang berkaitan dengan rumusan masalah
yang dibuat dengan cara menguraikan hukum-hukum yang berkaitan dengan
eksistensi petisi online di Indonesia sebagai bentuk kebebasan berpendapat
menurut hukum positif dan hukum Islam.
6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman
pada petunjuk buku “Panduan Penulisan Skripsi”’, Penerbit Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penulisan ini; penulis menyusun sistematika laporan yang
terdiri dari:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang dari
penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritik yang mendeskripsikan petisi online,
kebebasan berpendapat, operasional petisi online yang sudah berlaku, kebebasan
berpendapat menurut hukum positif dan hukum Islam.

BAB TIGA, merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari eksistensi
petisi online sebagai bentuk kebebasan berpendapat di Indonesia, dan petisi
online menurut hukum Positif dan Hukum Islam sebagai bentuk kebebasan

berpendapat.

3Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2013), him. 219.
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BAB EMPAT, merupakan penutup dari keseluruhan tulisan dari
penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan yang berisi jawaban terhadap

pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan saran-saran.



BAB DUA
PETISI ONLINE DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Mengenal Petisi Online
1. Definisi Petisi Online

Petisi online merupakan salah satu bentuk saluran advokasi
kebijakan. Menurut Mansour Fagih, advokasi merupakan media atau cara
yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Advokasi
lebih  merupakan ' suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk
mempengaruhi serta mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik

secara bertahap maju.®*

Advokasi merupakan langkah untuk mengusulkan gagasan kepada
orang lain atau menyampaikan suatu isu penting guna dapat diperhatikan
masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk
mencari penyelesaian serta membangun dukungan dan mengusulkan

bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut.®

Pengertian advokasi secara umum merupakan suatu usaha sistematik
dan terorganisis untuk mempengaruhi dan mendesak suatu perubahan, unsur
membela, memberi pemahaman kepada pihak tertentu (masyarakat) dalam
suatu masalah tertentu. Adanya hal tersebut muncul dikarenakan negara ini
selalu dihadapkan dengan persoalan kemanusiaan, kemiskinan, dan

ketidakadilan.%6

%Ghazaly Ama La Nora, “llmu Komunikasi Politik”, (Yogyakarta: Penerbit ANDI,
2014), him. 204.

*1bid.
%1bid., him. 205.
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Hal tersebut melahirkan kesadaran untuk melakukan perubahan,
perlawanan, dan pembelaan atas apa yang dirasakan. Advokasi dilaksanakan
oleh organisasi-organisasi masyarakat, kelompok-kelompok keagamaan,
lembaga swadaya masyarakat selaku organisasi non pemerintahan, para

mahasiswa, dan lainnya.*’

Salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang tepat saat ini
yakni melalui petisi online yang dimana sebagai bentuk saluran advokasi
kebijakan. Petisi online merupakan salah satu hasil dari perkembangan
teknologi dan informasi yang dianggap menjadi salah satu bentuk cita-cita

demokrasi diera digital >

Petisi diartikan sebagai sebuah permohonan kepada pengambil
kebijakan publik seperti pemerintah, parlemen maupun instansi swasta.
Adapun tujuan dari petisi ialah sebagai alat untuk mengubah kebijakan-
kebijakan publik atau mendesak tindakan tertentu kepada pengambil
kebijakan. Petisi menjadi ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan

pendapat.®®

Munculnya petisi online lantas tidak mengubah kegunaan petisi
konvensional, justru memberi penawaran akses yang lebih luas dan waktu
yang singkat. Petisi online memiliki ruang digital yang dimana penggunanya
tidak hanya dapat membuat petisi secara virtual, namun juga dapat
mengawasi perkembangan petisi yang sedang berjalan.*°

Petisi online memiliki dua tipe kategori yakni tipe formal dan

informal. Tipe petisi online formal mengarah pada sistem petisi yang

371bid., him. 205.
38Ghazaly Ama La Nora, “llmu Komunikasi Politik”..., him. 206.

39Ahmad Fadhilah,dkk, “Petisi Daring Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Negara di Era
Digital”, Jurnal Pendidikan llmu Sosial, Vol, 29, No. 2, 2020. Institut Teknologi Bandung, him.
12.

“0Rahma, “Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.org
Indonesia Periode 2015-2016”, Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. 6, No. 1, him. 13.
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dijalankan oleh lembaga publik atau pemerintah. Sedangkan petisi online
informal lebih mengarah kepada sistem petisi yang diatur dan dibuat oleh
instansi swasta atau non pemerintahan.*:

Petisi online menjadi salah satu bentuk aksi bersama yang dapat
diakses melalui website. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi
membuat petisi online memiliki keunggulan, yakni pada petisi online
masyarakat dapat mengikuti perkembangan petisi secara transparan,
mengklaim dengan menandatangani secara online serta dapat memberikan
komentar.*2

Menurut Riehm dan Lindner, fungsi umum petisi dalam negara
demokrasi dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan individu, intermediate,
dan sistem.

a. Individu

Tahapan ini berkaitan dengan tujuan pribadi seperti kasus aduan
atau keluhan secara perorangan. Fungsi ini memiliki tujuan yang
sama yakni mengubah kebijakan yang dikeluarkan oleh para pembuat
kebijakan. Petisi bertindak membantu menuangkan isu ke dalam
rancangan objek petisi. Tahapan ini juga mengkoordinasikan
pendukung dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung serta
menarik perhatian media.

b. Intermediate

Intermediate yakni mendukung parlemen dalam mengawasi
eksekutif, berperan dalam menguatkan parlemen dalam sistem politik
dan potensi keterlibatan ke parlemen.

c. Sistem.

Melihat ini dari perspektif sistem politik secara universal. Dalam

hal ini, petisi dianggap mampu memberikan kontribusi pada sistem

“1bid., him 14.
22|bid.
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legitimasi dan integrasi. Jika sasaran petisi dalam mengambil

keputusan untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan politik, maka ada kemungkinan petisi mampu
mencapai legitimasi politik.*?

Di Indonesia platform petisi online masih dikelola oleh instansi
swasta atau yang berbentuk social enterprise. Change.org menarik dan
memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook
mendukung keberlangsungan petisi. Media sosial digunakan sebagai tempat
untuk menarik perhatian publik, dan tetap melampirkan tanda tangan
digital 4

2. Mekanisme Petisi Online Yang Sudah Berlaku Di Dunia

Beberapa negara sudah menempatkan petisi online sebagai suatu
kepastian hukum dalam mengemukakan pendapat. Contohnya seperti negara
Inggris, Amerika, Korea dan Estonia. Di Amerika Serikat petisi sudah
menjadi bagian dalam konstitusi AS, sehingga masyarakatnya dibebaskan
membuat petisi sebagai bentuk pengaduan masyarakat.*®

Amandemen konstitusi Amerika Serikat disahkan menjadi bagian
dari hak-hak deklarasi pada tanggal 15 Desember 1971. Pemerintah
Amerika Serikat memberikan syarat agar sebuah petisi tersebut direspon
yakni petisi tersebut harus mencapai 150.000 tanda tangan selama kurun
waktu satu bulan atau 30 hari.*

Sistem petisi di Inggris juga dianggap semakin berkembang karena

parlemen Inggris memberikan inovasi baru dengan menyediakan petisi

4Lindner.Riehm, “Electronic Petitions and Institutional Modernization International
Parliamentary E-Petitions Systems in Comparative Perspective” Journal of Democracy an Open
Government, Vol. 1, No. 1, 2009, him. 12.

4Moch Marsa Taufiqurrohman, Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-
Undangan..., hlm. 6.

*1pid., him. 10.

46Suci Oktaviani, Pengaturan Petisi Online..., him. 9-10.
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online kepada masyarakatnya dalam menyuarakan hak-hak kebebasan
mereka. Pemerintahan Inggris menyediakan situs resmi dan memberikan
informasi serta panduan tentang mekanisme petisi online.*’

Sebelum petisi dipublikasikan harus memenuhi lima orang sebagai
pendukung dan memenuhi 10.000 tanda tangan agar mendapat respon dari
pemerintah Inggris. Apabila sudah memenuhi syarat tersebut maka akan
menjadi bahan diskusi di parlemen. Pemerintah inggris juga memberikan
aturan yang sangat jelas agar terhindar dari petisi online yang tidak
bertanggung jawab.

Persyaratannya antara lain petisi jelas ditujukan untuk pemerintah
atau parlemen, sebuah petisi harus terbebas dari masalah yang berpotensi
melawan hukum, petisi tidak Dbersifat rahasia, tidak menyebabkan
kesalahpahaman dan fitnah. Lebih dari 30.000 petisi dengan bermacam
tujuan telah berjalan dalam perkembangan petisi di Inggris.*®

Pelaksanaan penyelenggaraan oleh pemerintah Inggris menandakan
bahwa petisi online menjadi salah satu saluran sebagai bentuk partisipasi
masyarakat. Kedudukan masyarakat sebagai penentu yang memberikan
mandat kepada pemerintah. Sebagai negara yang mengatur petisi dalam
peraturan - perundang-undangan, Inggris dianggap sukses memposisikan
warganya menjadi penggerak dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan

keinginan mereka.*?

4’"Moch Marsa Taufiqurrahman, Zaki prambudi, Avina Nakita Octavia, “Mengatur
Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap
Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat”, Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol. 18, No. 1, 2021, him. 9-10.

“1bid., him. 3-4.

“1bid,. him. 10.
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B. Definisi Kebebasan Berpendapat

Secara harfiah, menurut kamus bahasa Indonesia kebebasan
berpendapat berasal dari kata bebas yang berarti suatu keadaan bebas atau
merdeka, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan
seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan
suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan
tentang sesuatu.*

Pasal 1 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa
"Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang dimiliki setiap
warga negara dalam mengeluarkan pikiran serta gagasan, baik itu lisan
maupun tulisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab
tanpa ada intervensi dari siapapun sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.>

Salah satu aspek penting dalam negara demokrasi dilihat dari
bagaimana perlindungan terhadap warga negaranya, baik itu perlindungan
dalam mengeluarkan pendapat serta diskusi yang terbuka. Sebagai negara
yang Kkedaulatannya berada ditangan rakyat, perlindungan kebebasan
berpendapat dianggap mampu mengawasi jalannya penyelenggaraan
pemerintahan.>?

Kebebasan berpendapat di era kemajuan perkembangan teknologi

dan informasi juga memberikan hak dan kewajiban yang baru seperti

%0Aris Setyo Nugroho, Skripsi: Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media
Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret,
2010), him. 14.

SIRepublik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, Lembaga Negara Tahun
1998 No. 9, Tambahan Lembaga Negara No. 3789.

S2Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi,
Diakses melalui situs https://www.google.com/search?q=1604630519snp-kebebasan-
berekspresi-dan--%24SF7Y Z0Z.pdf&00=1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--
%24SF7YZ0Z.pdf&ags=chrome..69i57j69i60.6840j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam UU ITE. Kebebasan
mengeluarkan pendapat melalui sosial media juga sudah mempunyai
kekuatan hukum sehingga terikat dengan hak-hak masyarakat lainnya untuk
saling ditaati dan dihormati.>

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia
atau human rights yang melekat pada diri manusia yang berkaitan dengan
akal, ekspresi, ide, dan kebebasan manusia sebagai makhluk sosial.

Human Rights memiliki 3 hal pokok penting, yakni:

1. Kemerdekaan pribadi. Hak yang dilakukan dan dianggap baik
bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain atau membuat orang
lain tidak aman.

2. Kemerdekaan berdiskusi. Hak yang dimiliki seseorang untuk
menyampaikan aspirasi, mengemukakan pendapat, dan
mengkritik dengan ketentuan harus bersedia apabila yang
bersangkutan di kritik pihak lain.

3. Kemerdekaan melaksanakan rapat atau diskusi. Kebebasan pada
poin ini harus diawasi serta dibatasi agar tidak menimbulkan
kegaduhan atau provokasi.>*

Sebagai negara demokratis, hak-hak yang diberikan kepada
masyarakatnya merupakan salah satu hal pokok yang harus ditegakkan.
Salah satu jaminan HAM dalam konsep negara demokrasi adalah bebas
mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari

nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia yang diakui secara universal.>®

S3Akhmad Syafrudin Syahari, “Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam
Bayang-Bayang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”. Ejournal BSI, Vol. 10, No. 1,
2010, him. 21.

%Huda, Ni’matul, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review. (Yogyakarta: Ull
Press, 2005), him. 12.

1bid.
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Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948,
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai dan mengeluarkan
pendapat”. Hak yang mencangkup kebebasan untuk mempertahankan
pendapatnya tanpa ada yang mengganggu dan untuk mencari, menerima,
menyebarkan informasi serta memberikan pandangan melalui media apa saja

tanpa batasan.*®

C. Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif

Dasar hukum tentang hak kebebasan berpendapat di Indonesia diatur
dalam hierarki perundang-undangan. Berdasarkan proses yang dilakukan
melalui pertimbangan pada UU kemerdekaan kebebasan menyampaikan
pendapat di muka umum, hal tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk
mewujudkan cita-cita demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat.®’

Sejarah hak kebebasan berpendapat di Indonesia apabila dilihat dari
masa kemerdekaan, memiliki beberapa periode penting. Dimulai pada tahun
1965, dimana awal mulanya kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi.
Hal yang menjadi kekhawatiran pada saat itu adalah masalah aliran-aliran
keagamaan.®

Oleh sebab itu muncul peraturan Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun
1965 yang isinya tentang pembatasan ritual keagamaan selain dari 6 agama yang

sudah diakui oleh pemerintah. Tujuan adanya regulasi ini adalah untuk

%6United Nations Human Rights Indonesian, Universal Declaration of Human Rights,
12 Oktober 2021. Diakses melalui situs: https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-
declaration/translations/indonesian?LanglD=inz. Pada tanggal 23 Maret 2022.

S"Hardiman, F. Budi, Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis
sampai Cyberspace. (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius). him. 22.

%8Marzuki, Dr. Suparman, Politik Hukum HAM, (Jakarta: Penerbit Erlangga), him. 105.
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melindungi kehormatan agama. Setelah pergantian masa pemerintahan dari orde
lama ke orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.*

Muncul regulasi baru terkait kebebasan berpendapat yang pada saat itu di
Indonesia sedang terjadi kerusuhan akibat partai komunis. Sehingga Soeharto
mengeluarkan aturan dengan melarang mengibarkan bendera palu arit, melarang
segala aktivitas partai komunis, serta tidak diberi tempat baik di masyarakat
maupun di pemerintahan.®

Pada masa orde baru hak kebebasan berpendapat di lingkungan
organisasi kampus juga dibatasi. Apabila ada mahasiswa yang mengkritik,
menyampaikan aspirasinya terhadap jalannya pemerintahan secara berlebihan
maka mahasiswa yang mencoba memakai hak kebebasan akan dikeluarkan.
Jelas bahwa itu merupakan salah satu upaya menekan hak menyampaikan
pendapat dan berekspresi.®

Banyaknya rentetan pembungkaman hak dalam kebebasan berekspresi
dan berpendapat di masa orde baru seperti UU subversi, melarang hak untuk
menyampaikan pendapat di lingkungan kampus serta kalangan media massa.
Apabila buku atau surat kabar yang dianggap terlalu mengkritik pemerintah
maka tidak dapat diterbitkan sampai dikembalikannya izin penerbitan.?

Lalu pada orde baru juga terjadi penahanan kepada para aktivis,
menghilangkan orang-orang yang bersuara mengkritik pemerintahan, pada
akhirnya terjadi demonstrasi yang berakhir dengan kekejaman dan memakan

%R Hanggoro, Politik Hukum Ham Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan
Berpendapat), 2015, him. 38.

®9Huda, Ni’'matul, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, (Yogyakarta: UlI
Press,2005), him. 12.

61R Hanggoro, Politik Hukum Ham Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan
Berpendapat), 2015, him. 48.

®21bid., him. 51.
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banyak korban. Hingga pada bulan Mei 1998 terjadi gerakan demonstrasi besar-
besaran untuk melengserkan Soeharto.%

Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh BJ Habibie. Saat itu juga
muncul regulasi mengenai Undang-undang tentang HAM serta Undang-undang
tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hak kebebasan menyampaikan
pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum
internasional dan Undang-undang Dasar 1945.%4

Namun kebebasan ini masih menjadi masalah yang sangat penting di
Indonesia.®® Walaupun kebebasan berpendapat di Indonesia sudah melewati
waktu yang cukup panjang, namun hal tersebut masih dianggap singkat karena
regulasi tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat baru muncul pada
tahun 1998 dan hingga kini masalah kebebasan berpendapat masih kerap

menjadi persoalan penting di Indonesia.®
D. Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Islam
1. Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Islam

Kebebasan dalam literatur Islam memiliki istilah, yakni Al- Hurriyyah
(2~)). Dalam Al-Mausu’ah Al-Is/iamiyyah Al- ‘Ammah kebebasan diartikan
sebagai kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu
mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan kemauan dan
pilihannya sendiri terkait dengan sistematika Islam, baik itu agidah maupun

moral .’

83Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), him. 106.

®R Hanggoro, Politik Hukum Ham Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan
Berpendapat)..., him. 71.

%Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), him. 264.

®1bid., him. 106-107.

57Abd Rahman, “Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap
Pasal 22 Deklarasi Kairo”, Al-Hurriyah, Jurnal Hukum Islam, No. 1, VVol. 2, (2018), him. 85.
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Beberapa pakar ahli figh menyimpulkan bahwa kebebasan ini
memiliki dua bentuk, yaitu internal dan eksternal. Al-Hurriyyah Al-
Dakhiliyyah atau kebebasan internal adalah kekuatan memilih antara dua
hal yang berbeda ataupun bertentangan. Kebebasan seperti ini digambarkan
dalam konsep kebebasan berkehendak atau Al-Hurriyyah Al-‘Iradah,
kebebasan nurani atau Al- Hurriyyah Al- Damiwa, kebebasan pribadi atau Al-
Hurriyyah Al-Nas, dan kebebasan moral atau Al- Hurriyah Al- Adabiyyah.®®

Sedangkan kebebasan eksternal atau Al-Hurriyyah Al-Kharijiyyah
terbagi dalam tiga hal, antara lain kebebasan yang terpatri dalam fitrah
manusia dan-mampu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia lihat.
Al-Siyasah yaitu kebebasan yang sudah ada dan diberikan oleh peraturan
perundang-undangan, lalu Al- Diniyyah yaitu kemampuan setiap manusia
atas keyakinannya terhadap berbagai mazhab keagamaan yang dianutnya.5®

Kebebasan disebut juga dengan istilah ikhtiar yang bermakna
memilih sesuatu yang terbaik dan keberadaan kebebasan yang sejati. Agar
dapat melakukannya seseorang dituntut untuk mengetahui mana yang baik
dan buruk. Jika memilih sesuatu yang buruk maka ini adalah sebuah
kejahilan dan bersumber dari aspek tercela layaknya nafsu hewani
begitupun sebaliknya.”

Oleh karena itu, tiap-tiap manusia harus memiliki kebebasan yang
membawa kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Hasyim
Kamali, telah membagi konsep terkait dengan kebebasan dalam figh

meliputi  kebebasan berkeyakinan, kebebasan agama, kebebasan

Moch Sulaiman, Skripsi: Tinjauan Figih Siyasah..., him. 70.
1hid.

OM. Hasyim Kamali, Kebebasan Berpendapat dalam Islam, Alih Bahasa Efa. Y.
Nu’man dan Fatiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 17.
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berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan berfikir, dan kebebasan
berpendapat.’*

Dengan demikian hal ini menunjukan bahwasanya kajian Al-
Hurriyyah terkait dengan kebebasan telah mendapatkan perhatian khusus
dalam ruang lingkup Islam. Terlebih setelah melihat adanya nilai-nilai
universal Islam yang juga senantiasa tetap relevan seiring dengan
dinamisasi perkembangan zaman. Jika berbicara tentang hak kebebasan
menyampaikan pendapat tidak lepas dari hak asasi manusia.”

Konsep dasar hak asasi manusia dalam lingkup Islam secara
etimologis (bahasa), berasal dari tiga susunan kata, yaitu hak, asasi dan
manusia. Kata haqg diambil dari tasrif arab hagga—yahigqu-hagqgan, diartikan
sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Kata asasi
diambil dari tasrif arab assa- yaussu-asasan yaitu dasar. Artinya segala
sesuatu yang mendasar dan selalu melekat pada objeknya.”

Dapat disimpulkan bahwa HAM ini dapat diartikan sebagai hak
yang paling mendasar pada diri manusia. Para fugaha memiliki pendapat
yang berbeda tentang hak. Ada yang mendefinisikan hak melingkupi hal
bersifat materi seperti harta benda dan non materi seperti hak-hak Allah
yang terkait segala urusan atas kepentingan umum tanpa kekhususan bagi
seseorang.’*

Dalam ilmu figh, pembahasan hak berkaitan dengan perbuatan dari
para mukallaf atas tuntutan yang diperintankan oleh agama. Islam
merupakan suatu agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari

kemanusiaan dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits dalam

"bid.

?Mujahid Kumkelo, dkk, Figih HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia
dalam Islam, (Malang: Setara Press, 2015), him. 28-29.
Ibid.

"*Mujahid Kumkelo, dkk, Figih HAM: Ortodoksi dan Liberalisme..., him. 30.
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hidupnya. Manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, yang telah
diberikan kemuliaan.”™

Dalam ajaran figh Islam terdapat ketentuan dasar bahwa setiap
insan berstatus hukum muhtaram atau keberadaannya dihormati. Setiap
manusia diberikan kesempurnaan, sesuai dengan asas Al-Karamah Al-
Insaniyyah, kehormatan insan yang bermartabat tinggi sebagai seorang
manusia.’® Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Isra:

70, sebagai berikut:
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Artinya: “Dan sungguh telah Kami muliakan keturunan Adam,
Kami angkat di darat dan lautan, Kami berikan rezeki dari hal baik

dan Kami utamakan mereka atas kebanyakan dari makhluk yang
telah Kami ciptakan.” (QS Al-Isra’[15]:70).”

Dengan ini jelas jika Al-Qur’an mengakui ketinggian martabat
manusia, Tuhan memuliakan manusia di atas makhluk ciptaan-Nya yang
lain. Dari ayat tersebut, Al-Shiddiqy menyimpulkan adanya tiga kemuliaan
yang telah Allah berikan kepada manusia. Pertama, kemuliaan pribadi atau
Karamah Fardiyyah,, 1slam memelihara kepribadian maknawi dan
kepribadian materil manusia.’®

Kedua, kemuliaan masyaraka atau Karamah Ijtima’iyyah, status
persamaan manusia dijamin sepenuhnya. Ketiga, kemuliaan politik atau
Karamah Siyasah semua hak politik diberikan pada manusia untuk memilih

atau dipilih sebab manusia diciptakan di bumi sebagai pemimpin. Hak asasi

"S1bid.

"8Ridwan, Figih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, (Jakarta: Amzah, 2020),
him. 21.

QS Al-Isra’[15]:70.

8Abdul Qadir Djaelani, Negara Berdaulat dalm Perspektif Islam, (Kuala Lumpur:
Pustka Dini, 2001), him. 250.
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menurut pandangan Islam cukup berbeda dengan pemahaman yang umum
dikenal.”

Dalam Islam, tiap orang beriman hanya memiliki berbagai bentuk
kewajiban atas tugasnya untuk mematuhi hukum Allah. Sedangkan hak-hak
manusia lainnya yang mereka akui itu sebenarnya bersumber dari tugas
pokok untuk mematuhi hukum Allah. Seorang manusia mengakui hak-hak

manusia yang lain karena kewajiban yang dibebankan padanya.®

2. Kebebasan Berpendapat Menurut ulama klasik dan Modern
a. Imam Malik ibn Anas bin Malik bin ‘Amr al-Asbahi.

Imam Malik merupakan penggagas dari madzhab Maliki, beliau
merupakan salah satu ulama yang ikut serta menghargai setiap perbedaan.
Menurut Imam Malik ibn Anas ketika terdapat adanya perbedaan dan
menyampaikan pendapat harus tetap wajib dihargai dan tidak boleh
membatasi siapapun itu dalam menyampaikan aspirasi.®

Pembelaan Imam Malik ibn Anas mengenai kebebasan berpendapat
dapat dilihat dari kasus pada zaman khalifah Harun al-Rasyid, yang memiliki
inisiatif dengan menggantung karya dari Imam Malik yakni al-muwatta
diatas ka’bah serta menyuruh semua orang untuk mengikuti kitab tersebut.

Akan tetapi, Imam Malik menolaknya dengan berkata “Wahai
pemimpin kaum mu’minin, jangan anda gantung kitab itu di atas ka’bah dan
jangan perintahkan semua orang untuk mengikuti kitab tersebut karena para
sahabat nabi telah memiliki perbedaan pendapat dan biarkan umat

menjalankan apa yang telah menjadi kebiasaan di tengah-tengah mereka” 8

"Ibid., him. 253.
81bid., him. 255.

8 rwan Masdugi, “Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren,
Jurnal Pendidikan Islam”, Vol. 2, No. 1, Juni (2013/1434), him. 10.

1bid.
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Dengan jawaban tersebut menunjukan bahwa Imam Malik memiliki
empati yang sangat tinggi dalam menghargai setiap adanya perbedaan
pendapat. Imam Malik sangat mendedikasikan sikap empati yang harus
ditegakan oleh umat muslim dan menanamkan kepribadian toleransi kepada
setiap badan pendidikan Islam terkhusus para pelajar muslim.

Bahkan Imam Malik menegaskan kritik diri itu sangat penting, Imam
malik berkata, “aku hanya manusia biasa yang bisa benar dan kadang salah,
maka jeli dan telitilah terhadap pendapatku. Apabila sesuai dengan Al-Qur’an
dan sunnah maka boleh diambil, apabila tidak sesuai maka tinggalkan” 8
b. Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur.

Ibnu ‘Asyur Merupakan seorang ulama modern dan ahli tafsir yang
berasal dari Tunisia. Menurut ibnu ‘Asyur, ada beberapa aspek dalam
kebebasan yakni mencangkup perbuatan, perkataan dan keyakinan.
Kebebasan keyakinan terlihat dalam isi Al-Qur’an yang menekankan tidak
ada paksaan dalam memilih agama.®

Sedangkan kebebasan berpendapat merupakan kebebasan dalam
menyampaikan isi pikiran dan apa yang diyakininya termasuk kebebasan
mencari ilmu, mengarang, dan mengajar. Pemikiran Ibnu Asyur berlandaskan
kepada firman Allah Q.S Ali-imran 104 :
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Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf; dan

81bid., him. 21.
81bid., hlm. 54.
&Ainol Yagin, Revitalisasi Maqasid Al-Syari’ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian

atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur, Jurnal llmu Syari’ah dan Hakim, Vol. 5,
No. 2, Desember 2016, him. 330.
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mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang
beruntung”. (QS Ali-imran. [3]:104).%

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berfikir dapat dilihat
sejak abad ketiga. Ketika itu, para ulama dari berbagai aliran mazhab
mengeluarkan fatwa dan menyebarkan ke berbagai tempat. Walaupun setiap
mazhab terdapat perbedaan pendapat dan pandangan lantas tidak
menyebabkan kegaduhan dan pertentangan.®’

Dalam hukum syara’ harus dibersihkan kadar hak yang diberikan
kepada seseorang yang diwakili oleh pihak berwenang dalam memberikan
putusan pada masyarakat. Ibnu “Asyur memberikan pandangan bahwa
beberapa tindakan syara’ yang paling penting dalam syarat maqasid
syari'ah adalah penyebarluasan kebebasan secara umum dan menghapus
perbudakan.®

c. Syekh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu mujtahid di era modern.
Beliau merupakan seorang cendikiawan muslim yang telah melahirkan
banyak buku dan menjadi rujukan di setiap masalah di era ini.®® Menurut
beliau Islam sangat memperhatikan nilai kemanusiaan salah satunya
kebebasan, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang mampu
melindungi manusia dari tekanan, intimidasi, kesewenangan dan
sebagainya.®

Kebebasan yang dimaksud Yusuf al-Qaradawi memiliki nilai yang

paling tinggi, yang terdiri dari kebebasan berbicara, beri’tikad, bebas berfikir,

8(QS Ali-imran [3]:104).

87Ainol Yaqin, “Revitalisasi Magasid Al-Syariah dalam Istinbath Hukum Islam”...,
him. 331.

8]pid., hlm. 332.

8Yusuf Al-Qaradhawi, Figih Magasid Syariah, Penerjemah Arif Munandar Riswanto,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), him. 25.

“lbid., him. 42.
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dan termasuk kebebasan memberikan kritik kepada penguasa dan
pemerintahan yang zalim. Menurut Yusuf al-Qaradawi, dalam ajaran Islam
mengkritik sebuah pemerintahan atau pemimpin yang zalim merupakan hak
setiap diri manusia.®*

Bahkan setiap individu juga memiliki hak dan wajib meluruskan
apabila pemimpin mereka melangkah kejalan yang salah. Yusuf al-Qaradawi
menjunjung tinggi hak kebebasan individu, baik itu dalam memberikan
kritikan, ide, nasihat, serta mengeluarkan pendapat demi keberlangsungan
negara yang kondusif.%

Dasar pemikiran Yusuf al-Qaradawi juga bersumber pada Hadits
Rasulullah. Rasul mengingatkan kaum muslimin untuk tidak diam ketika
terjadi serta melihat kezaliman.®®* H.R Tirmidzi dari ‘Abdul ‘Aziz bin
Muhammad dari ‘Amr bin Abu ‘Amrah dari ‘Abdullah Al-Anshari dari
Hudzaifah bin Al-Yaman dari Rasulullah bersabda:
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Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami, ‘Abd ‘Aziz bin
Muhammad menceritakan kepada kami, dari Amr bin Abu Amr, dari
‘Abdullah Al-Anshari, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dari Nabi
SAW, beliau bersabda “Demi jiwaku yang berada ditangan-Nya,
perintahkanlah oleh kalian kepada yang ma ruf dan laranganlah dari
kemungkaran. Aku khawatir Allah akan mengirimkan adzab kepada

9"Mua’dil Faizin, Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradawi, Jurnal Al-
Mazahib, Vol, 5, No.1, Juni 2017, him. 8.

92|bid., him. 18.
9Mua’dil Faizin, Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradawi..., him. 17.
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kalian semua karena kemungkaran, kalian kemudian berdoa kepada-
Nya, akan tetapi Dia tidak mengabulkan doa kalian”.%

Hadits di atas jelas mengatakan bahwa bagi siapa saja umat muslim
yang melihat kemungkaran maka harus dan wajib mengubahnya. Ditegaskan
bahwa siapa yang melihat kemungkaran baik itu masyarakat maupun
pemimpin sejak zaman nabi hingga kiamat tidak ada pengecualian.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, Allah menurunkan ayat untuk
menegaskan tentang al-amr bil ma'ruf nahi mungkar dan hak serta kewajiban
manusia dalam Islam, sebagai suatu kewajiban yang diberikan Allah sebagai
salah satu bentuk kebaikan umat muslim.® Sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam firman Allah:
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Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf; dan
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara
mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-
orang fasik.” (QS Ali-Imran [3]; 110).%

d. Ahmad Mustafa Al-Maragi

Al-Maragi merupakan salah satu mufasir di era modern. Beliau
dikenal sebagai pendorong reformasi yang berkaitan dengan pendidikan
hukum dan sosial. Al-Maragi lahir dari keluarga yang berkecimpung dalam

dunia peradilan, Kebebasan berpendapat menurut al-Maragi ditandai dengan

%Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, Terjemah. Fachrurazi,
(Jakarta: Pustaka Azzam,2006), him. 691.

% Mua’dil Faizin, “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradawi”, Jurnal Al-
Mazahib, Vol, 5, No.1, Juni 2017, him. 32.

%(QS Ali-Imran [3]: 110).
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tidak adanya paksaan di dalam menganut agama apapun terkhusus agama
Islam.%

Sikap yang taat dan tunduk harus berasal dari iman dan tidak boleh
dilepaskan. Oleh karena itu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melalui
argumentasi atau hujjah tidak bisa terlaksana apabila dengan cara yang
memaksa. Beliau berpendapat bahwa, tidak boleh memaksakan seseorang
untuk masuk kedalam agama Islam. %

Rasulullah diberikan tugas untuk menyampaikan hal yang benar,
apabila mereka-mereka masuk Islam dan mendapat hidayah karena apa yang
disampaikan oleh Rasul, maka itu bukan suatu paksaan kedalam jiwa yang
tidak bersedia beriman.’® Dasar pemikiran ini dapat dilihat dalam firman
Allah:

5
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Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),
sesungguhnya telah jelas  (perbedaan) antara jalan yang benar
dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Tagut dan
beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh)
pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha
Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS Al-Bagarah [3]: 256).1%°

Ayat ini turun ketika masa Nabi Muhammad Saw, yang dimana ada
sebuah keluarga yang ayahnya beragama muslim sedangkan anak-anaknya
beragama nasrani. Namun ayahnya memaksakan anggota keluarga lainnya
untuk masuk Islam. Maka dari itu turunlah ayat yang menjelaskan mengenai

kebebasan berpendapat serta beragidah.

9 Ahmad Fadhil. Sahrani, “Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-
Maraghi)”, Jurnal Fath, Vol. 8, No. 2, (2014), him. 297.

%1 bid.
S1bid, him. 298.
100Qs Al-Bagarah [3]: 256.
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Menurut  al-Maragi  kebebasan mengeluarkan  argumentasi,
memberikan kritik di sebuah negara yang menganut sistem demokratis
sangat sah untuk dilakukan dan apabila dalam menyampaikan argumentasi
terdapat perbedan pendapat itu merupakan hal yang wajar. Islam tidak
melarang ketika adanya perbedaan pendapat, akan tetapi harus tetap dalam
batas-batas tertentu. 1%

e. Sayyid Abul A’la Al-Maududi.

Abul A’la Al-Maududi merupakan salah satu filsuf Islam dan juga
seorang jurnalis. Beliau telah banyak melahirkan buku tentang masalah
politik, sosial, ekonomi, dan agama. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu
Syarif, Maududi mengatakan bahwa hak umat atau masyarakat yang diakui
Islam terdiri dari enam macam, yaitu :

1) Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dasar pikiran, dan

keyakinan

2) Hak untuk berserikat dan berkumpul

3) Hak untuk menduduki dalam pemerintahan negara

4) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara

5) Hak untuk memilih dan memberikan suara dalam pemilihan

umum

6) Hak untuk memilih atau dipilih Dewan Permusyawaratan

Rakyat.*%

Menurut Al-Maududi kebebasan berekspresi dalam Islam jauh lebih

unggul dibandingkan konsep kebebasan berekspresi dalam pandangan barat.

Menurut beliau Islam melarang keras penghinaan dan kejahatan, dan

191Ahmad Fadhil. Sahrani, “Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir
Al-Maraghi)” ..., him. 305.

192Abul A’la Al-Maududi, HAM dalam Islam, terjemahan bahasa Indonesia, melalui
www.onlinedoctranslator.com, him. 16.




36

melarang mengatakan dengan bahasa yang kasar atas nama hak untuk
mengkritik.1%
f. Nurcholis Madjid

Nurcholis Madjid atau populer dipanggil dengan sebuatan cak nur
merupakan salah satu dari pemikir dan cendekiawan Islam Indonesia yang
telah mengontribusi pemikiran-pemikiran Islam kontemporer. Menurut
beliau kebebasan asasi untuk menyatakan pendapat dengan sendirinya
berakibat pada adanya dua kebebasan asasi yang lain.X**

Yaitu kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Keinginan
untuk berkumpul dengan sesama adalah naluri manusia sebagai makhluk
sosial. Keinginan berkumpul juga merupakan keinginan untuk menyatakan
pendapat secara bersama-sama dan mewujudkan maksud pendapat itu
dalam kegiatan bersama.'® Keinginan berkumpul dalam suatu tatanan
nasional yang mengakui dan mendukung kebebasan berpendapat adalah
sarana penyatuan pendapat-pendapat pribadi melalui proses memberi dan

mengambil secara positif.:%

3. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat Menurut Islam

Kebebasan Berpendapat menurut Islam bersumber dari Al-Qur’an dan
Hadits Rasul, yakni:

a. QS. Ali-imran ayat 104 :
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193] pid.
4Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid, (Jakarta:
Republika, 2004), him. 37-38.

1%5Anas Urbaningrum, Islam Dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2013), him. 148-149.

1961hid.
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Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan
mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang
beruntung. (QS Ali-Imran [3]: 104).1%7

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang mukmin
untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan, melakukan perbuatan ma’ruf
yakni akhlak, perilaku, serta nilai luhur dan istiadat yang tetap berjalan tanpa
bertentangan dengan ajaran agama. Apabila kaum muslimin melaksanakan yang
tiga tersebut, Allah menjanjikan keselamatan di dunia dan akhirat serta memiliki
kedudukan yang tinggi dihadapan Allah.1%

b. QS. Al-bagarah ayat 256 :
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Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan
jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman
kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali
yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar,
Maha Mengetahui”. (QS Al-Bagarah [3]: 256)%.

Ayat ini mengatakan bahwa Allah sebagai maha pemilik segalanya tidak
memaksa siapapun untuk mengikuti ajaran-Nya. Tidak ada paksaan seseorang
untuk menjadi seorang muslimin. Karena tanpa paksaan pun, jelas perbedaan
antara jalan kebenaran dan jalan yang sesat.**°

c. Q.S As-syuraayat 38:

107(QS Ali-Imran [3]: 104).

1%8Ahmad Fadhil. Sahrani, “Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir
Al-Maraghi)” ..., him. 18.

109(QS Al-Bagarah [3]: 256).

10Ahmad Fadhil. Sahrani, “Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir
Al-Maraghi)” ..., him. 19.
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Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan
sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS As-
syura [26]: 38).1!

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menjalankan perintah
Tuhan maka akan mendapatkan kenikmatan ukhrawi yang kekal. Kenikmatan
ukhrawi akan diberikan oleh mereka yang mematuhi perintah Tuhan seperti
melaksanakan kewajiban yakni perintah shalat, sedangkan urusan yang
berkaitan dengan duniawi akan dimusyawarahkan diantara mereka.'?

d. QS Az-Zariyat ayat 55:
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Artinya: “‘Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya
peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.” (QS Az-Zariyat
[27]: 55).113

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad
untuk tetap istigomah dijalan dakwah dan senantiasa memberi peringatan
kepada umat-Nya. Apabila orang kafir menolak dan tidak menerima dakwah
rasul maka jangan berputus asa, sebab orang-orang mukmin akan mendapatkan
manfaat dari peringatan tersebut dan menambah keimanan mereka.'4

e. QS Al-ashr ayat 2-3 :

H1(QS Asyura [25]: 38).

12Misbahud din jamal, “Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur’an”, Jurnal Al-Ulum, Vol. 11,
No. 2, Desember 2011, him. 10.

113(QS Az-Zariyat [27]: 55).

4Misbahuddin jamal, “Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur’an ..., him. 13.
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Artinya: “Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling
menasihati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.”
(QS Al-ashr [103]: 2-3).1%°

Ayat ini menjelaskan tentang kerugian manusia baik itu dunia maupun
akhirat apabila dikuasai oleh hawa nafsunya, terkecuali orang-orang yang
memiliki iman yang kuat, yang senantiasa dengan ikhlas menjalankan kebajikan
sesuai dengan aturan agama lIslam. Lalu memegang teguh kebenaran dan
menasehati satu sama lain secara bijaksana.'®

Dalam bernegara hak yang diberikan untuk umat tidak boleh diganggu
gugat. Islam memandang bahwa ketika hak mendasar yang dimiliki setiap
individu dilanggar, maka akan terjadi kehancuran dan tidak akan ada kedamaian
di dalamnya. Perlindungan kebutuhan manusia dalam Islam untuk melindungi
kepentingan manusia baik material maupun spiritual, individu dan sosial 1!’

Berdasarkan penelitian para ahli ushul figih bahwa Allah telah
menurunkan syari’at Islam dengan beberapa tujuan. Magasid Al-Tasyri’ atau
Magasid Al-Syari’ah yang secara garis besar terdiri dari tiga hal yaitu, Daruriyat
(tujuan dasar), yaitu hal-hal utama yang harus dipenuhi untuk kelangsungan
hidup manusia.'*8

Kedua yaitu Hajiyat (tujuan sekunder) yaitu hal yang dibutuhkan oleh
manusia untuk mendapatkan kelapangan dan kemudahan agar ia tetap terjaga

dalam hidup di dunia. Lalu yang ketiga T7ahsiniyat (tujuan tersier) yaitu

115(QS Al-ashar [103]: 2-3).
116Misbahuddin jamal, “Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur’an”..., him. 10.

7Moh Jaelani, Skripsi: Hak-hak Dasar Kewarganegaraan Malaysia di dalam
Perspektif Figih Siyasah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), him. 17.

118yayan Muhammad Royani, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/
Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi..., him. 18.
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kebutuhan pelengkap yang terdiri dari kebiasaan manusia dan akhlak yang
baik 11

Tujuan dasar atau Daruriyat meliputi perlindungan terhadap agama,
jiwa, akal, nasab, dan harta. Kehidupan manusia di dunia ini ditopang oleh lima
hal ini, manusia tidak akan mendapatkan kehidupan yang mulia tanpa
memelihara hal tersebut, karena kemuliaan manusia itu terletak pada terjaganya
lima kebutuhan tersebut.!?

Manusia tidak akan mendapatkan kehidupan yang mulia tanpa
memelihara lima kebutuhan tersebut. Islam wajib menjaga dan memberikan
perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya terbatas pada
umat muslim saja, tetapi juga terhadap semua warga negara yang berada di
wilayah negara yang ditinggali.

Secara umum, yang menjadi hak ummat yang harus dijamin dan
diberikan oleh negara dalam Islam yaitu:

a) Perlindungan terhadap agama (#izz Al-Din) atau hak untuk memeluk

agama atau keyakinan

b) Perlindungan terhadap jiwa (Hifz Al-Nafs) atau hak untuk hidup

c) Perlindungan terhadap akal (/ifz Al- ‘Aql) atau hak untuk berpikir

d) Perlindungan terhadap keturunan (AHifz Al-Nasl) atau hak atas

keturunan dan kehormatan

e) Perlindungan terhadap harta (&ifz Al-Mal) atau hak atas harta.*?!

1191bid.
1201pid., him. 21

121Moh Jaelani, Skripsi: Hak-hak Dasar Kewarganegaraan Malaysia di dalam
Perspektif Figih Siyasah..., him. 19.
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EKSISTENSI PETISI ONLINE SEBAGAI BENTUK
KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Eksistensi Petisi Online Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat di
Indonesia.

1. Keberadaan Petisi Online Sebagai Hak Kebebasan masyarakat di

Indonesia.

Dalam sistem ketatanegaraan, masyarakat menduduki tingkatan yang
paling tinggi. Masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam
mengiringi perjalanan demokrasi. Namun, kerap kali das sein tak sejalan
dengan das sollen, dapat dilihat dari beberapa kebijakan serta produk UU
yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali berlawanan dengan apa yang

masyarakat butuhkan 1?2

Saluran dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah
dianggap kurang mendapat perhatian = sehingga dikhawatirkan dapat
memunculkan masalah-masalah baru. Pemerintah harus memberikan wadah
kepada masyarakat sebagai bentuk protes dan kritik dalam mengevaluasi
setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti melakukan

demonstrasi.'?

Di Indonesia demonstrasi dianggap menjadi salah satu cara dalam

menyatakan pendapat, walaupun aksi demontsrasi kerap kali mengakibatkan

122Moch Marsa Taufiqurrahman,dkk, “Mengatur posisi di dalam peraturan perundang-
undangan sebagai upaya penguatan posisi masyarakat terhadap negara dalam kerangka
perlindungan kebebasan berpendapat”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No.l, 2021,
Universitas Jember, him. 11-12.

1231bid., him. 14.
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kondisi yang ricuh dan rusuh oleh golongan yang mempunyai kepentingan
pribadi dan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan
kondisi yang dapat merugikan masyarakat.?*

Aksi demonstrasi kerap kali berakhir dengan pelanggaran hukum
serta aksi yang menyimpang dari norma yang berlaku. Maka masyarakat
perlu diberi ruang yang efektif agar dapat merefleksikan kembali kedudukan
masyarakat terhadap negara, artinya keikutsertaan masyarakat dalam
mengawasi jalannya pemerintahan harus diberikan sebuah sistem kontrol

yang jelas dan tepat.*?®

Disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam menunjang hak
menyampaikan pendapat, membuat masyarakat beralih ke petisi. Saat ini
petisi menjadi pilihan masyarakat dalam menggunakan hak kebebasan
mereka untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, Kkritik. Petisi memiliki
peluang besar sebagai wadah partisipasi yang tanggap terhadap apa yang

masyarakat butuhkan.'?®

Petisi juga mendorong masyarakat untuk ikut serta berkontribusi
dalam menentukan arah. Petisi dijadikan alat mekanisme kontrol masyarakat
dalam mengawasi jalannya pemerintahan terutama dalam agenda pembuatan
undang-undang. Masyarakat tetap memerlukan kepastian bahwa peraturan
dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah layak atau tidak untuk
dikeluarkan.t?’

124Andre Ryan Sanjaya,”Petisi Online di Indonesia:Kajian Literatur Partisipasi Politik
Warga Berbasis Internet”, Jurnal Komunikasi, Vol. 10, No. 1, 2018, him. 26.

125Andre Ryan Sanjaya, “Petisi Indonesia untuk Dunia: Potret Globalisasi Gerakan
Sosial Digital”, Jurnal Komunikasi, Vol. 10, No. 1, (2018). Diakses melalui
https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/520, tanggal 25 April 2022.

126 Andre Ryan Sanjaya,”Petisi Online di Indonesia: Kajian Literatur Partisipasi Politik
Warga Berbasis Internet..., hlm. 28.

1271bid., him. 30.
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Negara-negara penganut sistem demokrasi banyak yang sudah
mengadopsi petisi, karena munculnya petisi dianggap menjadi alat kontrol
publik dan dianggap mampu memacu masyarakat untuk lebih berani dalam
menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam proses demokrasi di era
digital. Seiring perkembangan zaman, mayoritas manusia tidak pernah lepas

dari genggaman internet dan sosial media.?®

Kemajuan teknologi dan informasi membawa perubahan dari
demokrasi offline menjadi online. Saat ini masyarakat mengkritik,
melakukan protes dan menyuarakan pendapatnya melalui media digital.
Begitu juga halnya dengan petisi yang mengalami perkembangan digital,

petisi online muncul menggantikan petisi konvensional.*?°

Petisi online merupakan sarana baru yang menawarkan jangkauan
akses yang lebih mudah, lebih luas dan dengan waktu yang singkat.
Masyarakat Indonesia sangat terbantu dengan adanya petisi online. Pertama
kali dikenalkan nya petisi online di Indonesia pada tahun 2012. Petisi online

mampu mengusung perubahan dalam setiap pembuatan kebijakan.!*

Jumlah kemenangan petisi online melalui platform Change.org di
Indonesia tiap tahunnya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Sejak
tahun 2012 hingga saat ini tercatat kurang lebih 84 kemenangan oleh petisi

online dan lebih dari 17 juta pengguna change.org di Indonesia.*®

Menandatangani petisi online melalui change.org maupun situs-situs

yang semacamnya secara jelas menunjukan bahwa masyarakat Indonesia

1281pid.

12Andre Ryan Sanjaya, “Petisi Indonesia untuk Dunia: Potret Globalisasi Gerakan
Sosial Digital”, Jurnal Komunikasi, Vol. 10, No. 1, (2018). Diakses melalui
https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/520, tanggal 27 April 2022.

1301pid., him. 32

B1Diakses melalui https://www.change.org/l/id/dinamika-gerakan-digital-2016. pada
tanggal 26 April 2022.
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benar-benar menggunakan change.org sebagai saluran pergerakan hingga
petisi yang mereka layangkan dikabulkan oleh lembaga maupun perorangan

yang dituju dalam petisi tersebut.3?

Hal tersebut menunjukan bahwa ketika masyarakat melakukan aksi
demonstrasi, menandatangani petisi konvensional maupun online dan aksi
lainnya yang bertujuan untuk merubah dan mempengaruhi kebijakan,
menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah menjalankan hak yang

mereka miliki dan ikut serta dalam mengawasi berjalannya pemerintahan.3

Isu-isu yang sering terjadi di Indonesia berkaitan dengan kebijakan
pemerintah, sosial, ekonomi, hukum dan HAM. Maka dapat disimpulkan
bahwa masyarakat indonesia saat ini memilih petisi online sebagai wadah
dalam menyampaikan pendapat karena platform ini mampu mengatasi

keterbatasan waktu, ruang, dan biaya.

Dalam hal ini, hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang
dimaksud tadi masuk kedalam konsep gerakan sosial bersama-sama dalam
masyarakat. Petisi online mempermudah berbagai proses mulai dari
menyuarakan isu yang bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat,

mengorganisir massa, dan melanjutkan dari setiap tuntutan yang ada.'%*

2. Implikasi  Petisi Online. Terkait Kebijakan Publik Dalam

Pengambilan kebijakan Oleh Pemerintah

Beberapa isu yang sempat ramai di sosial media maupun platform
change.org yakni masalah pemindahan IKN dan Wacana Menkumham

mengenai pembebasan narapidana koruptor dalam keadaan gawat darurat

1%2Andre Ryan Sanjaya, “Petisi Online di Indonesia: Kajian Literatur Partisipasi
Politik Warga Berbasis Internet”, him. 88.

331bid., him. 89.
¥41bid., him. 101.
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covid-19. Melalui dua isu ini dapat dilihat seberapa berpengaruh petisi
online yang dibuat oleh publik ditujukan untuk para pengambil kebijakan.
a. Prodan Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara Baru.

Isu yang sedang ramai menjadi perbincangan di Indonesia akhir-
akhir adalah tentang pemindahan ibu kota negara baru (IKN). DPR
beserta pemerintah telah menyetujui Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara dan pelaksanaan
pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita lbu Kota Nusantara.3®
Keputusan tersebut memunculkan pro kontra ditengah masyarakat.

Lewat petisi online dalam situs change,org, terdapat petisi yang
menolak IKN. Dikatakan bahwa Pembangunan IKN baru dilakukan
secara tergesa-gesa dan tidak adanya ruang terbuka untuk masyarakat
untuk mengetahui rancangan pembangunan ibu kota negara baru.

Lalu dikhawatirkan IKN dapat mempengaruhi prioritas anggaran
karena mengingat biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dengan
menggunakan pajak yang dikumpulkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Jumlah tanda tangan petisi yang lebih unggul diperoleh kepada mereka
yang menolak adanya Ibu kota negara baru dengan mengumpulkan total
8.824.000 per tanggal 04 Juni 2022.*%

Namun kelanjutan pembangunan IKN masih tetap berlanjut tanpa
melihat isi petisi online tersebut. Pelibatan publik yang minim dalam
proses legalisasi di DPR tentu bertentangan dengan ketentuan pada Pasal
96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak

135peraturan BPK R.I., Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022, Lembaga Negara Tahun
2022 No. 41, Tambahan Lembaga Negara No. 6766.

136\Website change.orf, Petisi pakta integritas proyek pemindahan ikn. Diakses melalui
situs  https://www.change.org/p/presiden-joko-widodo-dan-wakil-presiden-ma-ruf-amin-petisi-
pakta-integritas-proyek-pemindahan-ikn, tanggal 18 Maret 2022.
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memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.t®’
b. Wacana Menkumham mengenai pembebasan narapidana koruptor.

Yasonna Laoly mengambil langkah untuk meloloskan rencannya
dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan.
Pemikiran tersebut didasari oleh padatnya lembaga pemasyarakatan
ketika virus covid-19 sedang merebak di Indonesia.

Pertimbangan lain yakni narapidana yang dapat dibebaskan harus
berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani dua setengah tahun masa
hukuman. Masyarakat beranggapan tindakan korupsi termasuk dalam
melanggar HAM dan dapat merusak sistem demokrasi. Menurut publik
pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM bukanlah
sebuah keputusan yang tepat.

Melihat dari jumlah tahanan narapidana kasus korupsi hanya
0,7% dari jumlah keseluruhan 262.600 tahanan, maka kapasitas yang
berlebih bukan karena narapidana Kkorupsi. Munculnya petisi untuk
menolak gagas Yasonna Laoly dan mengumpulkan tanda tangan
sebanyak 18.574.000. Presiden Joko widodo mengambil kebijakan
dengan menolak gagasan Menkumham untuk membebaskan koruptor.**®

Melihat dari dua isu tersebut menandakan bahwa masyarakat
berhasil meraih kemenangan melalui petisi online dan dapat

mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh para pengambil

137Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara
Tahun 2011 No. 82.

138Website change.orf, Presiden jokowi tolak ide menteri kemenkumham RI untuk
membebaskan koruptor. Diakses melalui situs https://www.change.org/p/presiden-jokowi-tolak-
ide-menteri-kemenkumham-ri-untuk-membebaskan-koruptor-tolakpembebasankoruptor.  Pada
tanggal 21 april 2022.
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kebijakan, namun pemerintah juga tidak ada kewajiban untuk memenubhi
keinginan publik untuk menanggapi suatu isu seperti halnya isu menolak

pembangunan ibu kota negara baru.

B. Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Petisi Online

Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat

1. Ketentuan Hukum Positif Tentang Petisi Online Sebagai Bentuk
Kebebasan Berpendapat.

Petisi online digunakan sebagai pengajuan tuntutan kepada pihak
tertentu, memberi Kkritikan, usulan, dan aduan yang dilayangkan melalui
change.org. Sama halnya dengan fungsi sosial media, petisi online
menawarkan ruang kepada publik untuk berinteraksi, mengulas
permasalahan yang sedang terjadi dengan saling memberikan komentar dan
ikut serta mengawal proses perjalanan petisi.*3

Jika sosial media fokus tujuannya hanya pada interaksi sosial, maka
petisi online berfokus sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan
aspirasinya. Petisi online akan lebih efektif secara maksimal apabila dibantu
dengan aksi advokasi kebijakan lain, perubahan kebijakan berhasil dicapai
ketika diiringi dengan tanggapan yang positif dari pembuat kebijakan.4°

Bentuk petisi online melalui change.org menunjukan bahwa
tingkatan petisi online di Indonesia masih di tahap aduan secara individu,
dalam hal ini peran petisi membantu menuangkan isu yang dilayangkan ke

dalam rancangan pembuatan kebijakan. Hal ini mengarahkan kepada

13%Moch Marsa Taufiqurrahman, Zaki prambudi, Avina Nakita Octavia, “Mengatur
petisi di dalam peraturan perundang-undangan upaya penguatan posisi masyarakat terhadap
negara dalam kerangka perlindungan kebebasan berpendapat” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.
18.1, 2021, him. 54.

1401bid., him. 65.
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pendukung dan LSM untuk membantu kelompok kepentingan sebagai
upaya menarik perhatian media.4

Hal tersebut dapat dilihat dari isu—isu ketidakadilan sosial dalam
masyarakat yang kemudian mampu mengajak masyarakat untuk bersama
berjuang sehingga pada akhirnya muncul kepercayaan, rasa saling terikat,
memiliki tujuan yang sama untuk sebuah perubahan. Seperti kasus-kasus
yang sudah di cantumkan diatas.

Dapat disimpulkan bahwa petisi online di Indonesia belum
dijalankan oleh lembaga resmi Indonesia dan masih dalam lingkup individu
yang bergerak untuk mengajak masyarakat dalam mencapai tujuan bersama
demi memperjuangkan perubahan keadilan baik itu tentang isu sosial,
hukum dan HAM, politik dan sebagainya.!#?

Petisi online akan menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia
dalam menyampaikan aspirasinya sebagai bentuk perjuangan bagi
masyarakat terhadap kebijakan yang membelakangi keadilan. Namun
sangat disayangkan bahwa Indonesia belum memiliki satu norma hukum
yang menjadikan petisi online sebagai saluran kebebasan berpendapat.*

Di Indonesia masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
atau tulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun
tidak ada satupun regulasi yang mengatur tentang petisi sebagai alat untuk
menyampaikan aspirasi masyarakat. \Walaupun secara implisit hak
kebebasan berpendapat dan penggunaan teknologi di Indonesia sudah diatur

dalam Hierarki Perundang-Undangan.'#*

14Muhammad Dedy, “Pengorganisasian Gerakan sosial berbasis petisi online”,
Informasi Kajian IImu Komunikasi, Vol. 47, No. 1, Juni 2017, him. 78-80.

91pid., him. 73.

43Galih puji mulyoto, “Petisi Online Sebagai Modal Sosial” Jurnal Pancasila dan
Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, him. 9.

144Rahma, Petisi Online sebagai alat advokasi kebijakan: Studi Kasus Change.org
Indonesia Periode 2015-2016, Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. 6, Nomor. 1, 2016.
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Pada Pasal 28 ayat (3) Tentang Hak Kebebasan yang berbunyi
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak
atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.24

Hak yang dimaksudkan dalam pasal 28 tersebut secara luas terdiri
dari hak hidup, mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, kebebasan
dalam memeluk agama, mengeluarkan pikiran baik itu lisan maupun tulisan
serta mendapat perlindungan dari perbuatan kekerasan dan hak lainnya yang
sudah dijamin oleh negara.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan
menyampaikan ~ pendapat  menyebutkan  bahwa = “Kemerdekaan
menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk
menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas
dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku” 14

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa
“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan
pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.}4’

Lalu terdapat Ketetapan MPR RI Nomor XVI11/1998 tentang HAM
juga menegaskan kepada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur
pemerintah untuk menghormati, menegakkan pemahaman mengenai hak

asasi manusia kepada seluruh masyarakat dan segera meratifikasi berbagai

145Majelis Permusyawaratan Rakyat R.l., Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar
1945, him. 68-73.

146Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998, Lembaga Negara
Tahun 1998 No. 181, Tambahan Lembaga Negara No. 3789.

147Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998, Lembaga Negara
Tahun 1998 No. 181, Tambahan Lembaga Negara No. 3789.
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instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan
pancasila dan UUD 1945,148
Untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR RI tersebut maka
dibuatlah Pasal 2 Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang berbunyi:

Bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi
hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang
secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang
harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan
martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan
serta keadilan.4°

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang resmi
diberlakukan di seluruh dunia, yang berbunyi:

Setiap orang yang berhak atas kebebasan mempunyai dan
mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan
mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk
mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat
dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas.*>

Pengaturan tentang perlindungan terhadap pengguna teknologi dan
informasi juga telah diatur dalam pers. Hak pers merupakan hak yang
diberikan -oleh konstitusi dan dilindungi oleh hukum yang berhubungan
dengan media dan bahan-bahan yang diterbitkan seperti menyebarluaskan,
mempublikasikan surat kabar, buku, atau material lainya tanpa adanya

intervensi dari pemerintah.*>!

148Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI Nomor XVII Tahun 1998, Lembaran Negara
Tahun 1999 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3834.

145Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara
Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3614.

1%0ynited Nations Human Rights Indonesian, Universal Declaration of Human Rights,
12 Oktober 2021. Diakses melalui situs: https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-
declaration/translations/indonesian?LanglD=inz. Pada tanggal 23 Maret 2022.

51Made Aryandi Singa Gothama, “Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses
Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 9, 2019, him.
23.
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Hak pers diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 mengatakan bahwa “Kemerdekaan pers dijamin
sebagai hak asasi masyarakat’®2. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers
nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan
gagasan dan informasi” %3

Adanya peraturan mengenai kebebasan berpendapat, mengkritik dan
kebebasan pers menunjukan bahwa secara hukum positif pengaturan tentang
petisi online sebagai saluran kebebasan berpendapat di Indonesia belum
memiliki regulasi, namun petisi online pada dasarnya dapat berpayung
kedalam aturan hukum tentang kebebasan berpendapat terutama aturan dalam
menyampaikan pendapat melalui ruang digital.

Meskipun petisi online pada dasarnya dapat berlindung melalui
aturan-aturan tentang kebebasan berpendapat namun lebih baik jika petisi
online dapat berdiri sendiri dengan UU yang dapat melindunginya untuk
menghindar dari penyalahgunaan, penyelewengan, dan perbuatan tidak
bertanggung jawab terkait petisi yang dibuat. Sebagaimana yang dikatakan
oleh Mohammad Hatta bahwa:

Pelaksanaan kebebasan tanpa hukum hanya akan memberikan jalan
mulus munculnya kediktatoran dan rezim otoriatianistik dan
militeristik. Tidak adanya kejelasan dan penegakan hukum hanya
akan memberikan tanah subur tumbuhnya hukum rimba dalam
kehidupan manusia. Akan muncul sikap homo humoni lupus, yang
kuat akan memangsa yang lemah. Tanpa hukum, manusia akan
menjadi predator bagi sesamannya. Dengan adanya kejelasan hukum
akan menjamin kebebasan untuk kebebasan itu secara hakiki. Dengan
hukum kebebasan manusia akan terjamin dan terpayungi. Hukum
yang menggaransi manusia menikmati kebebasan hakiki sebagai
manusia yang bebas.***

152Republik Indonesia, Undang-undang Pasal 4 ayat (1) Nomor 40 Tahun 1999,
Lembaran Negara Tahun 1999 No. 166, Tambahan Lembaran Negara No. 3887.

153Republik Indonesia, Undang-undang Pasal 4 ayat (3) Nomor 40 Tahun 1999,
Lembaran Negara Tahun 1999 No. 166, Tambahan Lembaran Negara No. 3887.

1%4Anas Urbaningrum.M.A, Islam Dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2013), him. 148-149.
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2. Ketentuan Hukum Islam Tentang Petisi Online Sebagai Bentuk

Kebebasan Berpendapat.

Kebebasan manusia merupakan salah satu dari berbagai nilai mulia
yang juga merupakan tujuan utama dari Magasid Syari’ah. Allah
menurunkan berbagai ayat yang melegitimasi kebebasan ini, menjaga dan
menjaminnya, serta menganggapnya sebagai substansi kemanusiaan yang
jika kebebasan ini lenyap, maka lenyap pula peranan manusia dalam seluruh
eksistensinya.t®

Al-Qur’an telah mengukuhkan kebebasan manusia paling tertinggi
dan memiliki posisi paling istimewa untuk dikembangkan yakni kebebasan
berakidah atau Hurriyyah Al-‘Aqgidah, kemudian kebebasan berpendapat dan
berekspresi atau Hurriyyah Al-Ta bir dan selanjutnya kebebasan-kebebasan
lain yang menjadi simbol kemanusiaan (/nsaniyyat Al-Insan).**®

Dengan kata lain, Al-Qur’an telah menegaskan bahwa kebebasan
berakidah, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berfikir
serta kebebasan-kebebasan lainnya merupakan hak asasi manusia yang
dijamin dan harus dijaga. Ditinjau dari figh siyasah suatu negara harus
melindungi masyarakatnya ketika hendak mengeluarkan pendapatnya. **’

Hak kebebasan dalam- Islam yang diberikan tersebut harus digunakan
untuk mengajak dan mengingatkan kepada hal yang baik. Maka seorang
muslim dianjurkan untuk mengemukakan pendapat yang bersifat mengajak
kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, Allah menjelaskan dalam

firman-Nya QS. Ali-Imran:104 yang berbunyi:

1554, A Djazuli, 2013, Edisi Revisi Figih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat
dalam Rambu-rambu Syariah , (Jakarta: Kencana), him. 84.
156 pid.

157Thaha Jabir Al-llwany diterjemahkan oleh Aa Fuuad Muhlis, Tidak ada paksaan
dalam Islam, him 108-112.
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Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf,
dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang
yang beruntung”. (QS. Ali-Imran: [3] 104 ).18

Dalam Al-Qur’an kebebasan memiliki arti yang luas, manusia diberi
kecakapan oleh Allah untuk mengarahkan dirinya secara bebas memilih
kebaikan atau kejahatan, karena dua hal tersebut sama-sama berpotensi dalam
sifat dasar dari--manusia.*® Potensi diri yang dimaksud di sini adalah
perbuatan yang dinishatkan kepada umat dan menjadi tanggung jawabnya.'®°

Kebebasan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang kompleks,
tergantung dari sudut mana sesuatu itu dipandang. Sudut pandang tasawauf
misalnya, maka kebebasan itu diartikan sebagai bebasnya seseorang dari
pengaruh dan jebakan materi kebendaan. Artinya seseorang menerima
bahasan mengenai kebebasan berkehendak sebagai bentuk perlawanan dari
takdir.16t

Pada dasarnya ajaran Islam bersifat universal atau menyeluruh,
sehingga relevan untuk setiap waktu dan perjalanan zaman dalam semua
situasi. Begitu juga dengan kondisi petisi online di era ini. Jika kita lihat
mengenai petisi online tidak ada di zaman nabi, zaman para sahabat, maupun

zaman sebelumnya.!®?

1%8 S, Ali-Imran: [3] 104.
159T M. Hasbi Ash-Shiddigi, 2002 Mutiara Hadist I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),
him.183.

180Machsin, Melayani Kebebasan Manusia, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), him. 112-
113.

161Mu.In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan dalam Islam” ..., him. 260.

162 Ahmad Fadhil. Sahrani, “Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-
Maraghi)”..., him. 40.
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Namun hadirnya petisi online merupakan bentuk baru dalam
kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bentuk keadilan bagi ummat.
Diantara perbuatan al-amr bil ma'ruf nahi mungkar di masa ini salah satunya
ialah melalui media elektronik. Melalui media elektronik diharapkan mampu
mengubah kemungkaran yang telah terjadi di tengah masyarakat.'5

Hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat dalam Islam dianggap
sebagai bentuk keadilan dan berbuat pada kebajikan. Dalam al-Qur’an
keadilan tidak boleh diabaikan;*%* sebagaimana yang terdapat dalam firman
Allah Q.S An-Nahl: 90 yang berbunyi:

o
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran”. (QS. An-Nahl [16]: 90). 1%
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Banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an serta fatwa ulama yang relevan
dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menanggapi petisi
online sebagai saluran menyampaikan pendapat. Oleh karena dalam hal ini
berpedoman dengan ayat serta fatwa ulama yang relevan dengan kebebasan
dan batasan berpendapat melalui sosial media dalam menanggapi persoalan

petisi online.1%®

183Faris Khoirul Anam, Figih Jurnalistik, Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam,
(Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2009), him. 19.

®4Muhammad Yusuf Musa, Penerjemah Muhammad Misbah, Lc., Pengantar Studi
Figih Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), him. 90.

165(QS. An-Nahl [16]: 90).

166Mu.In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan dalam Islam”, Jurnal, Fakultas Ushuluddin
dan Humaniora Universitas Negeri Islam Walisongo, Vol. 10, No. 1, Maret 2017, him. 205.
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Terkait batasan-batasan menyampaikan pendapat dan berekspresi
dalam media elektronik termaktub dalam fatwa yang dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi penggunaannya, fatwa tersebut
dikeluarkan atas dasar kekhawatiran akan kebebasan yang melewati batas.
Fatwa ini dapat dijadikan pedoman umat muslim di Indonesia.*®’

Dalam ketentuan hukum angka 1 fatwa MUI nomor 24 tahun 2017
tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial menyatakan
bahwa:

a. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil
maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada
keimanan dan ketakwaan, kebajikan (Mu’asyarah bi Al-Ma’ruf),
persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (Al-Haq)
,mengajak pada kebaikan (Al-Amr bi Al-Ma’rufj dan mencegah
kemungkaran (Al- Nahyu ‘an Al-Munkar).

b. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak
mendorong kekufuran dan kemaksiatan.

2) Mempererat Ukhuwwah (persaudaraan), baik Ukhuwwah
Islamiyyah (persaudaraan kelslaman), Ukhuwwah Wataniyyah
(persaudaraan kebangsaan), maupun Ukhuwwah Insaniyyah
(persaudaraan kemanusiaan).

c. Setiap muslim vyang bermuamalah melalui media sosial
diharamkan untuk:

1) Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran

permusuhan.

167Mu.In’amuzzahidin, Konsep Kebebasan dalam Islam.., him. 45,
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2) Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan
tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang
sebenarnya masih hidup.

3) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat
diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada
masyarakat hukumnya haram.

4) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat
diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah,
namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain
sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak
hukumnya haram.

5) Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/ informasi yang
bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan
yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan
sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu
khalayak hukumnya haram.

Dengan penjelasan diatas menjelaskan bahwasanya Islam sangat
mengatur tentang kebebasan serta memberikan hak kebebasan tersebut
kepada umat sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat baik dunia nyata
maupun di media sosial. Namun Islam juga mengatur batasan-batasan dalam
menggunakan sosial media, yang dilaksanakan tanpa melanggar ketentuan
agama.

Dengan demikian secara umum Islam memberikan sepenuhnya hak
ummat untuk mengemukakan pendapatnya melalui petisi online, namun tetap

diiringi oleh adab, etika, dan nilai moral yang terkandung dalam syari’at

168|Inam Fikri, Pedoman Umum angka 1 fatwa MUl Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Diakses melalui https://mui.or.id/wp-
content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-
Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial, tanggal 23 September 2022.
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Islam. Karena dalam Islam berpikir dan berpendapat merupakan sesuatu yang
tidak dapat dipisahkan sekaligus perintah Allah agar manusia senantiasa
berpikir.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa “anugerah
termulia yang diberikan Tuhan kepada mansusia adalah kemampuan dalam
berpikir. Dengan begitu manusia dapat dibedakan dari binatang sekaligus
kualitas akal yang diberikan oleh manusia memperoleh kesempurnaan hidup
dan puncak kemuliaan dibanding ciptaan lainnya”.*®®

C. Analisa Penulis

Melihat dari uraian di atas, selanjutnya penulis akan menjelaskan
bagaimana keberadaan petisi online di Indonesia baik itu dari pandangan
masyarakat serta pandangan dari pemerintah dan bagaimana hukum positif dan
hukum Islam memandang petisi online sebagai saluran masyarakat dalam
menyampaikan pendapat.

Melihat dari isu-isu petisi online sebagai kebebasan berpendapat di
Indonesia mendapat respon yang positif setiap tahunnya, ini menandakan bahwa
masyarakat sangat euforia terhadap sesuatu hal baru yang menjadi wadah
masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Kehadiran petisi online, membuat masyarakat merasa dimudahkan dalam
menarik perhatian pemerintah dengan cara baru. Walaupun secara hukum
positif, petisi online belum memiliki regulasi hukumnya namun sangat jelas
pada dasarnya pemerintah sadar jika petisi online sangat mempengaruhi
perjalanan demokrasi di era ini.

Mempertimbangkan proses demokrasi dalam menyampaikan pendapat
seperti melakukan demonstrasi yang kerap terjadi cenderung ditunggangin oleh

pihak-pihak yang memiliki kepentingan, rasanya petisi online mampu menjadi

1%9Anas Urbaningrum, Islam Dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2013), him. 179.
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pilihan lain saat ini karena dianggap lebih efesien dan efektif dalam proses
kebebasan menyampaikan pendapat.

Walaupun secara umum petisi online dapat berlindung kepada undang-
undang kebebasan berpendapat salah satunya pada Pasal 28 F UUD 1945,
namun petisi online tetap harus berdiri sendiri dengan undang-undang yang
dapat melindunginya. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah untuk
segera menciptakan sistem e-government yang berbasis pemerintahan yang
terbuka dan keterlibatan rakyat berlandaskan teknologi. Masyarakat tidak hanya
membutuhkan pengaturan hukum tentang petisi online sebagai bentuk
kebebasan berpendapat, akan tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor
kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara republik Indonesia.

Hukum Islam juga memandang dengan berlandaskan pada penjelasan al-
Qur’an, Hadits Rasul, pendapat para ulama klasik dan modern serta fatwa MUI,
menegaskan bahwa hukum menyatakan pendapat melalui petisi online dalam
Islam secara umum di perbolehkan, namun tetap dibatasi oleh aturan syari’at
demi kemaslahatan ummat.

Karena kebebasan menyatakan pendapat dalam Islam merupakan suatu
hal yang wajib hukumnya. Islam mewajibkan kepada ummatnya untuk
mengekspresikan pendapatnya dan melakukan Kritik terhadap kebijakan apabila
sebuah hak dirampas, kebenaran diabaikan, semakin banyaknya penyimpangan
di tengah ummat, maka wajib bagi kaum muslimin mengambil langkah untuk
memeranginya. Hal tersebut merupakan konsep dari amar ma’ruf nahi mungkar,
yang merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu muslim tanpa terkecuali.

Namun alangkah baiknya apabila ada hukum yang pasti dari ulama-
ulama modern era ini terkait petisi online, seperti halnya pengaturan tentang
bermuamalah melalui media sosial yang dibuat oleh MUI Indonesia. Tujuannya
agar tidak ada kemunduran dalam Islam di era teknologi saat ini dan ummat
Muslim dapat memilih jalan yang tidak merugikan banyak orang maupun diri

sendiri.



BAB EMPAT
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada Bab pertama hingga Bab ketiga skripsi ini,
maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang mungkin bisa bermanfaat
bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Eksistensi petisi online memberikan udara segar bagi masyarakat Indonesia
untuk menyuarakan pendapat serta aspirasi mereka untuk menuntut
keadilan dengan menawarkan jangkauan akses yang lebih mudah, lebih
luas, dan dengan waktu yang singkat tanpa merugikan negara seperti
perbuatan anarkis yang kerap terjadi pada aksi demontrasi. Beberapa petisi
online yang telah dimenangkan oleh masyarakat menandakan bahwa
pemerintah sadar keberadaan petisi dapat mempengaruhi perjalanan
demokrasi digital di era ini. Partisipasi sosial pada masyarakat melalui petisi
online juga meningkat sehingga hal ini dapat menunjang nilai-nilai HAM di
Indonesia.

2. Ketentuan hukum positif tentang petisi online sebagai bentuk kebebasan
berpendapat belum memiliki kekuatan hukum dan tidak ada kewajiban
pemerintah untuk merespon isu-isu yang terkait. Akan tetapi secara implisit
petisi online dapat berpayung pada Undang-undang kebebasan berpendapat,
Undang-undang tentang HAM, dan Undang-undang yang mengatur tentang
teknologi dan informasi. Sehingga pada dasarnya petisi online dapat
berpayung dan dilindungi oleh Undang-undang yang berkaitan dengan
kebebasan berpendapat.

Ketentuan hukum Islam tentang petisi online sebagai bentuk kebebasan
berpendapat dengan berlandaskan pada penjelasan Al-Qur’an, Hadits Rasul,
serta fatwa-fatwa ulama menegaskan bahwa hukum menyatakan pendapat
melalui petisi online dalam Islam secara umum diperbolehkan, namun tetap

dibatasi oleh aturan syari’at sebagaimana konsep al-amr bil ma'ruf nahi
59
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mungkar. Karena pada dasarnya hukum Islam bersifat universal sehingga
ajaran, aturan, dan norma hukum Islam tetap relevan di setiap

perkembangan zaman.

B. Saran

1. Masih kurangnya penelitian hukum terkait petisi online di Indonesia,
menyebabkan minimnya kelengkapan perspektif penulis dalam menulis
eksistensi petisi online di Indonesia sebagai bentuk kebebasan
berpendapat menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Melihat dari antusias masyarakat terhadap petisi online, maka alangkah
baiknya apabila pemerintah membuat regulasi hukum mengenai petisi
online. dan memastikan kelengkapan instrumen hukum terhadap
pengguna petisi online, sebagai bentuk perlindungan untuk masyarakat

agar menimbulkan kepastian di dalamnya.
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